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KEPUTUSAN CAMAT MUNJUNGAN
NOMOR : 188.4/% / 406.02/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT MUNJUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR ; 188.4/[} / 406.02/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN (SP)
KECAMATAN MUNJUNGAN
PADA KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK

CAMAT MUNJUNGAN

Menimbang: a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh
pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Kecamatan Munjungan dan dalam rangka mewujudkan
sistem penyele_nggaraan pemerintahan sesuai dengan
asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam
memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta
mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu
ditetapkan standar pelayanan publik;

b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu

ditetapkan Standar Pelayanan Publik Kecamatan
Munjungan.



Mengingat :

|

Undang-undang Nomor 192 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubahn Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Inndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Nomor tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 698);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
scbagaimana telah diubah dalm Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah |
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional
Prosedure (SOP) Administrasi Pemerintahan;



10.

Ll

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13 ,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan ;

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017
tentang Penjabaran Tugas Kecamatan Kabupaten
Trenggalek ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2017 Nomor 34;

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2022 Nomor 32;

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan Publik Kecamatan Munjungan,

sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

Standar Pelayanan Publik Kecamatan Munjungan,
sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Permohonan Perekaman e-KTP;

Rekomendasi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Rekomendasi Perubahan Kartu keluarga (KK);
Rekomendasi Adm. Penduduk Datang;
Rekomendasi Adm. Penduduk Pindah;
Rekomendasi Adm. Akta Kelahiran;
Rekomendasi Adm. Akta Kematian;
Rekomendasi Kartu Identias Anak (KIA)

Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris;

. Rekomendasi Surat Bepergian,;
. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak mampu;

. Rekomendsi Surat Keterangan Belum Pernah

Menikah;
Rekomendasi Surat Keterangan Calon TKI;
Rekomendasi Surat Keterangan [jin keramaian;
Rekomendasi SKCK;
Rekomendasi Dispensasi Nikah;
Rekomendasi Pengesahan Daftar Susunan keluarga;

Rekomendasi Proposal Permohonan Bantuan;



KETIGA

KEEMPAT

19. Fasilitasi permohonan Perijinan melalui OSS;

20. Pelayanan pengduan masyarakat;

21. Rekomendasi Persetujuan Pencaiaran ADD dan DD;

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus

dilaksanakan oleh  petugas/ aparat Kecamatan

Munjungan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Munjungan
Pada tanggal G Februari 2024

NIB_ 19860612 200602 1 001



